
BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR I( TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

seba.gaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 25]1, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-
Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonorn

Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Tah"un 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 27551;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Und.ang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 renlaiig
Cipta Keqa Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2076
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor LL4,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5888), sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2A19
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9
Nomor 787, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402)

4- Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 lPermentan/OT .Arc I 8 /2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2OL6 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2A2I tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2O2L Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2371;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati irri yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Ka.bupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerale Kabupaten Pesisir



a

Selaia-::.

+. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten pesisir
Selatan.

5' Dinas Pertanian ]'ang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir Seiatan.

6. Unit Pelaksala Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat uprD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas pertanian.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasai 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Lridang

pertanian.
(21 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala

Dinas yang berkedudukan di baw,ah dan bertanggung jawab kepad"a
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

tU Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. sekretariat;
b. bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. bidang perkebunan;
d. bidang prasararla dan sarana pertanian;
e. bidang peternakan;
f. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
g. bidang pen3r_rluhan pertanian; dan
h. UPTD;

{2) Sekretariat sebagaimarra d,imaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin
oieh sekretaris yang berada di bau'ah dan bertanggungjau,ab kepada
kepala Dinas.

{3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri atas
sub bagian Llmum dan kepegawaian.

(41 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang berked.ud,ukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(5) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh kepala
sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris.

(6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g terdapat kelompok Jabatan Fungsionai danlatau
neiaksana ]-ang berkedudukan di bau,ah dan bertaaggung jau-ab
ketada pejabat administrator.



- -?ll s:raia-::cj:a :unadsui paia ai-at i-r :rur-Ji :: orpLnp; :--::

^epa-a L'PTD ]-arlg berkedudukan di ban-ah dan bertanlsung _ias-ao
kepada kepala Dinas.

{81 Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada a1ra1 (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pertanian yang menjadi kewenangan Daera.h dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumu"san kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan
hewan dan penSruluhan pertanian;

b. pen1rusunan programa pen3'uluhan pertanian;
c. pengembangan prasarana pertanian;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan

benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. penga\ /asan penggunaan sa-rana dan prasarala pertanian;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan

penyakit hewan;
h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. pembinaan pengoiahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penJruluhan pertanian;
k. pemberian tzir' usaha/rekomendasi teknis pertanian;
1. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuar,.gar^ di lingkup
Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a, penviapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi,
kebijakan program, kepegau.aian, keuangan, barang, umum dan
perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
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*1 :i:q"'ccr::::asiai :eizuisanaan iugas dan pen:berial du.r;::ga::
aCr::i:.:-istrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungail
Dinas:

c. penr-elenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
d. penl'elenggaraarl pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian
dan umum;

e. penyelenggaraan koordinasi pen1rusunan rencana program dan
evaluasi antar bidang;

f. pemantallan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;

g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 3 ayat (3) mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan
koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi
umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

t2\ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan
serta tata usaha pegawai;

b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangggaan Kepala Dinas;
d. pelaksanaan urLtsan utilitas, bangunan gedung, sarana dan

prasarana lingkungan Dinas;
e. pelaksanaan rencana dan prograln, pengendalian, penatausahaan,

pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pen1rusunan laporan
barang milik negara lingkungan Dinas;

f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemartauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan barang/j asa;

g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan trarang,
baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak
beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta
penghapusan barang bersama bendahara barang;

h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan
kepegawaian; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud
da-1am Pasal 3 a)'at (1) huruf b mempunvai tugas melaksanakan
pen\nsunan, pelaksanaan kebrjakan, dan pemberian bimbingan
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:e!\:i:s. se:ia :e;:.a11:aLlan dan er-aluasi C]j bidang laralnalt paflga:1
ia:-l ho-lkritura.

2i Untuk melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud pada ar-at (1)

b idan g tala,rrran pangan dan hortikuitura menl,'elenggarakan fungsi :

a. pen\-usr-lnan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,
panen dan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b. pen).usunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

d. pemberian bimLringan penerapan peningkatan produksi di bidang
tanaman pangarl dan hortikultura;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran
hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan
hortikuitura;

i. pengkoordinasian dan konsultasi pen3rusunan rencana,
pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

j. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data statistik produksi
tanaman pangan dan hortikuitura; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
p eraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf c mempunyai tugas melaksanakan pen)'usunan, pelaksanaarr
kebdakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi di bidang perkebunan.

tZl Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bidang perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit di
bidang perkebunan;

c. penga\ rasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di

bidang perkebunan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penvakit,

penanggulangan bencana aLarn, dan dampak perubahan iklim di
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:,:iarg re:keounam:
:. pendaiaar: gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di

bidang perkebunan;
g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang perkebunan;
h. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
j. pengkoordinasian dan konsultasi pen5rusunan rencana?

pelaksanaan dan evaluasi programf kegiatan di bidang
perkebunan.

k. Pengumpulan, pengolahan dan evaiuasi data statistik produksi
perkebunan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-und angan.

Pasa-l 9

(1) Bidang prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan
pen1rusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan
sarana pertanian.

(2| Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bidang prasarana dan sarara pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. penJ,,Lrsunan kebijakan di bidang prasarana dan sararia
pertanian;

b- penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensi dan pengeloiaan lahan dan irigasi

pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk,

pestisida, alat dan mesin pertanian sebelum panen;
e. pemberian bimbingan dan fasilitasi pembiayaan pertanian;
f. pemberian rekomendasi teknis bidang prasarana dan sarana

pertanian;
g. pengkoordinasian dan konsultasi pen5rusunan rencana,

pelaksanaan dan evaluasi programlkegiatan di bidang
prasarana dan sarana pertanian;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana
pertanian; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Bidang peternaka-n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf e mempunyai tugas melaksanakan pen1rusunar, pelaksanaan
kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan
evaluasi di bidang peternakal.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bidang peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. pen)'usunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan,
perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
peternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak,

pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
d- pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
e. pemberian bimbingan pengolahan pakan ternak;
f. pemberian bimbingan pembinaan usaha dan kelembagaan;
g. pengawasan mutu bibit dan pakan ternak di bidang peternakan;
h. pengawasan penyebaran dan pengembangan benih/bibit ternak,

pakan dan hijauan pakan ternak;
i. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang peternakan;
j. pemberian rekomendasi teknis bidang peternakan;
k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
1. pengkoordinasian dan konsultasi penyusunan rencana,

pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan di bidang
peternakan;

m. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data statistik produksi
peternakan; dan

n. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Bidang kesehatan hervan dan kesehatan masyarakat veteriner
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai
tugas meiaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di
bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis terkait kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;

b. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat
hewan;

c. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hevtran dan produk
hewan;

d. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan
meliputi pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan
dan pemusnahan hewan;

e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;



: ie::ioe::ar: res,:r:endasi reknis rerkalt kesehatan he*-a:r ia-::
<esehatal masr-arakat vetenner;

q. pemaxtallal dan evaluasi di bidang kesehatan heu'an dan
kesehatan masvarakat veteriner;

h. pengkoordinasian dan konsultasi penJ,.usunan rencana,
pelaksanaan dan evaluasi prograrnfkegiatan di bidang kesehatan
hernan dan kesehatan masyarakat veteriner ; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(U Bidang penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penyuslrnan,
pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.

t2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
bidang penyuluhan pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
b. penyLrsunan programa penJruluhan pertanian;
c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan

mekanisme, tata kerja, dan metoda penyuluhan pertanian;
d. pengumpulan, pengolahall, pengemasan, dan penyebaran materi

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
e. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaarL;
f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan

keiembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan
pelaku usaha;

g. peningkatan kapasitas peny-uluh pegawai negeri sipil, swadaya
dan srnasta;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang penyrluhan pertanian;
i. pengkoordinasian dan konsultasi penlusunan rencana,

pelaksanaan dan evaluasi prograrnf kegiatan di bidang
pen5,'uluhan pertanian; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian
dapat dibentuk UPTD.

i2I Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan dengan
P.:a:uran Euoati.



BAB fV
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dalam satuan
kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja
masing-masing maupurr antar unit kerja di iingkungan Dinas serta
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggung jarvab
dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa-l 17

Dalam melaksanakan tugas setiap unsur di lingkungan Dinas
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat
fungsionaL danlatau pelaksara wajib menerapkan sistem pengendalian
internai pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan
teriaksananya mekanisme akuntabilitas pubiik.

Pasal 19

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat
fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja
kepada atasan secara bedenjang.

Pasal 2O

Dalam hal melaksanakan tugas, kepala Dinas, sekretaris, kepala hidang,
kepala sub bagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di
lingkungan kerj an-v*a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai herlaku, Peraturan Bupati Nomor
165 Tahun 2A2t tenta*g Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttgas dae
Fungsi serta ?ata Kerja *inas Pertanian iBerita. Daerah Kabupatea Pesisir
Selata:r Tahun 2OZl Nomor 1651, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal22

Peraiuran Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan genempatannya dduqr Berilg Dae,p.gh
Kabupaten Pesisir Selatan. "
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